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LEMBARAN DAERAH 
K A B U P A T E N   B A N D U N G 

 

 

 

 

 

 

NOMOR  :  5                                    TAHUN 2005                                           SERI :  D 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
NOMOR 10 TAHUN 2005 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005. 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANDUNG 
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah 
daerah yang bersifat strategis, penyesuaian akibat tidak tercapainya 
target penerimaan daerah yang ditetapkan, serta terjadi kebutuhan 
yang mendesak, dalam Tahun Anggaran berjalan, perlu adanya upaya 
sinergis berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dilakukan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun Anggaran 2005, yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

 

Mengingat   : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang- Undang Nomor 18 Tah-un 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

  4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 ( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan LembaranNegaraNomor 3988); 
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  5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( 
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3 851 ) ; 

  6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( 
Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

  7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( 
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Twnbahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

  8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004, 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 

  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 39, Tainbahan Lembaran Negara Nomor 4384); 

  10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Susunan Perencanaan 
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 

  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah ( 
Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437); 

  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perunbangan Keuangan 
Antara Pexnenntah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Dana Permnbangan (Lembaran Nomor 
201, Tambahan Lembamn 4021) sebagaimana telah diubah Pemerintah 
Nomor 84 Tahun 2001 Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahm 
Negara Nomor 4165); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor Tambaban Lembaran Negara Nomor 4022; 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4024); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tah-un 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139); 

  19. Peraturan Pemedntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota, Dewan Perwakilan 



 

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG 3 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara. Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara, Nomor 4416); 

  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban. dan Pengawasan 
Keuangan Daerah serta. tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata. Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Tata, Cara Pernbentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000, Nomor 35 Seri D ); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang 
Pokok - pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2001 Nomor 7 Seri D ); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang 
Transparansi dan Partsipasi dalam Penyelenggaraan Pemefintah di 
Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2004, Nomor 29 Seri D ); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor I Tahun2005 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 
Nomor I Seri D ); 

   

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

dan 

BUPATI BANDUNG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG 
PERUBARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Bandung; 

2. Bupati adalah Bupati Bandung; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pernerintahan Daerah.; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah; 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pernerintah 
Daerah clan DPRD menurut azas otonorni clan tugas pembantuan dengan prinsip 


